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Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, 

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi 

hypotheek yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku 

terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Fakta di lapangan menunjukkan seringkali 

kreditur melakukan lelang eksekusi tanpa terlebih dahulu mengajukan 

permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri, tetapi langsung ke Kantor lelang 

dengan dasar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana prosedur eksekusi 

lelang terhadap jaminan hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah? (2) Mengapa kreditor melelang jaminan hak 

tanggungan tanpa proses permohonan lelang eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri 

? (3) Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan hak tanggungan yang dilelang 

tanpa proses permohonan lelang eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri ? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

empiris (empiric legal research). Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian 

yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan 

untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Prosedur 

eksekusi lelang terhadap jaminan hak tanggungan menurut Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah diatur dalam ketentuan Pasal 26. Selama belum ada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi hak 

tanggungan, maka prosedur eksekusi hak tanggungan mengikuti eksekusi hipotik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het 

Herziene Indonesisch Reglement/HIR). Alasan kreditor melelang jaminan hak 

tanggungan tanpa proses permohonan lelang eksekusi Ke Ketua Pengadilan 

Negeri, karena ada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda, yang memberi hak 

kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual  objek hak 

tanggungan atas kekuasaannya  sendiri,  apabila debitor pemberi Hak 

Tanggungan cidera janji (wanprestasi).  Akibat hukum terhadap jaminan hak 

tanggungan yang dilelang tanpa proses permohonan lelang eksekusi ke Ketua 

Pengadilan Negeri adalah batal demi hukum.  

 

Kata Kunci : Jaminan Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi, Ketua Pengadilan 

Negeri 



 

 

 

viii 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The facts on the field showed that the creditors often conducted public auction 

without first applying to the Chairman of the District Court, yet directly to the 

auction office made under article 6 of law number 4 year 1996 about mortgage 

right upon land and things related to it. The following were the problem 

formulation of the study; (1) how should the procedure for public auction be made 

according on the law number 4 year 1996 about mortgage right upon the land and 

things related to it? (2) Why did the creditors auction the guarantee of the 

dependent right without experiencing the process of proposing the permit for the 

auction to the Chairman of the District Court? (3) What would the legal 

consequences be towards the guarantee of the mortgage right auctioned without 

the process of getting the permit from the Chairman of the District Court?  

Method used in this study was adopted from the approach of juridical empirics 

(empirical legal research). The collected data were processed and verified using 

descriptive analysis to which it is frequently intended to research for human, 

condition and other phenomena. 

Based on the result in this study and the result from discussion about the 

procedure of public auction towards the guarantee of mortgage rights according to 

the law Number 4 Year 1996 about mortgage rights upon land and things related 

to it to which it is arranged in the provision of article 26. It is observed that as 

long as there is no rules of legislation specifically governs the execution of 

mortgage rights, the procedure of this execution should comply with hypothec 

execution as arranged in article 224 in the refurbished Indonesia Regulation (Het 

Herziene Indonesisch Reglement/HIR). Article 6 of the law Number 4 Year 1996 

about mortgage right upon land and things related to it where it gives the right to 

the creditors holding the first mortgage right to sell the object on his own power, 

in case, the debtors violates the commitment, became the reasons why they 

auctioned the guarantee of the right without proposing the permit for the auction 

to the Chairman of the District Court. The legal consequence towards the 

guarantee of the mortgage right auctioned without experiencing the process of 

proposing the permit for the auction to the Chairman of the District Court was null 

and void.  
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